
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

: a. bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun
Kabupaten Pringsewu ke-14, perlu diberikan insentif
berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk
meringankan beban Wajib Pajak, serta sebagai salah
satu upaya peningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibuat
instrument kebijakan yang mengatur mengenai
penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan
Tahun Pajak 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaraan atas pokok dan/atau sanksi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
dianggap perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang;



Mengingat

Menetapkan

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Administrasi Pemerintahan Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5175);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI
DANBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TERUTANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
konsep prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Pringsewu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pringsewu.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pringsewu.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

8. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran
kerugian terhadapdaerah sebagai akibat keterlambatan
pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan
kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan
pembayaran pajak.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB
P2 terhutang kepada Wajib Pajak.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Keija Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.



BAB II
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten
Pringsewu yang ke-14, Kepala Badan dapat
memberikan insentif berupa menghapuskan sanksi
administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan untuk meringankan beban Wajib Pajak
Kabupaten Pringsewu serta untuk meningkatkan
penerimaan PBB-P2.

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sanksi
administratif PBB P2 sampai dengan Tahun Pajak 2023.

Pasal 3

(1) Penghapusan sanksi administratif diberikan terhadap
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka
waktu terhitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai
dengan 31 Desember Tahun 2023.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran
setelah 31 Desember 2023 maka sanksi administratif
tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan apabila
Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB
P2 pada tahun pajak berkenaan.

(2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sanksi administrasi PBB-P2 dihapus secara
otomatis melalui sistem.

BAB IV
PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1) Kepala Bidang Pendapatan wajib membuat laporan
penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada
Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap
bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.



(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi administratif, permasalahan
yang dihadapi dan langkah penanganannya;

b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
1) Tabun Pajak;
2) Nomor Objek Pajak (NOP);
3) jumlah nilai ketetapan;
4) pembayaran dan sisa pokok pajak;
5) jumlah besaran sanksi administratif yang

ditetapkan;
6) jumlah besaran sanksi administratif yang

dihapuskan; dan
7) sisa sanksi administratif yang belum dibayar

dalam hal masih terdapat sanksi administratif
yang terutang.

(3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Badan menugaskan Analis Perencanaan pada
Badan untuk menyesuaikan jumlah piutang PBB-P2
dari neraca Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

(1) Kepala Badan melaporkan penghapusan sanksi
administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Penjabat
Bupati.

(2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan dilampirkan rekapitulasi data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat
diajukan pemindahbukuan, restitusi dan kompensasi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 noveaber 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Balgian Hukum

PUTRA ADITIA»dpMILANG.,S.H.,M.H
Pembina ' IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005
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